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PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG
NGSI

AAN, PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,
t Dacrah

Kabupaten Kuantan Singingi hasil penyederhanaan

struktur organisasi telah mendapatkan persctujuan

dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
| bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkatb.

daerah yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi serta tepat proses diperlukan penyesuaian

terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanac.
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan,

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Kuantan Singingi,

, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang1
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
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Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kakan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sinyinyidan

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor IRI, Tambahan Lembaran Neyara

Republik Indonesia Nomor 3902),

Undany-Undany Nomor J2 Tahun 20) tentany

Pembentukan Peraturan Perundanyg-undanyan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

2.

Tahun 2019 Nomor 183):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik3.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana tclah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887):
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2019 Nomor 157):
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525),
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan

Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk

Penyederhanaan Birokrasi (Berita Ncgara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 546):

omor 4 Tahun 2016 tentang
8. Peraturan Daerah N

Dacrah
Pembentukan dan Susunan Perangkat

Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN

DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3

Dipindai dengan CamScanner



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat disingkat PPK adalah Pejabat

yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen

4

5.

6.

ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Sekretaris Daerah adalah Sekret

Singingi.
Aparatur Sipil Negara yang dapat disingkat ASN adal

Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja

pada Instansi Pemerintah.

Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah,

Pengembangan Dacrah adalah Badan Perencanaan, Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi,

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan

Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat

Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.

Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah,

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya dapat disingkat JPT adalah

sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

Pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan

aris Daerah Kabupaten Kuantan
7.

ah Pegawai Negeri8.

Penelitian dan
9.

pimpinan tinggi.
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan
administrasi pada instansi pemerintah.
Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta

administrasi pemerintahan dan pembangunan.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

(1)

(2)

(3)

Pejabat Administrator adalah yang selanjutnya disebut administrator
adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada
Instansi Pemerintah.

Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat

pelaksana.

Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai

ASN yangmenduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah.

Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara

yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau

fungsional.
Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan

tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang

tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan

perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan

fungsional pada instansi pemerintah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara

yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

KEDUDUKAN
Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan melaksanakan penunjang urusan Pemerintahan di
Perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
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(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

(1)

(2)

(2)

(8)

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudu

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

kan di

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum,

2. Kelompok Jabatan Fungsional,

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

membawahkan :

Kewilayahan, membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Eselonering masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut:

Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan

pimpinan tinggi pratama.

a. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon Illa atau

jabatan administrator.

b. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IlIb atau

jabatan administrator.

c. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau

jabatan pengawas.

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini
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(1)

(2)

(1)

(3)

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan
Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang Perencanaan,

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,

pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Perencanaan,

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 5

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan

tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit

organisasi di lingkungan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana,

hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan

tata usaha, pengelolaan barang milik daerah,

b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan

pelaporan di bidang Perencanaan, Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan,
Cc. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Badan

Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan: dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.
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Paragraf 1

Kepala Subbagian Umum
Pasal 6

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

a.

—

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

Subbagian Umum,
memberi petunjuk dan memeriksa hasil

membagi tugas,

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum,
rmasi Subbagian Umum,

b.

melaksanakan inventarisasi data dan info

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum,

mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat,

melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian,
melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa

beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar

c.

e.

£

g

kompetensi dan evaluasi jabatan,
melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai,
membuat laporan perkembangan kepegawaian,

menyelenggarakan urusan kehumasan,
melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi,

melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan

upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi

h.

perjalanan dinas,
melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan

ketertiban kantor,
n. melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga:

melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi

barang,
melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,
penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara,
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum, dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 7

(1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan
dan pendanaan, menganalisis Data dan Informasi Pemerintahan
Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah.
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(2)

(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagainana dinakeat pada ayat OI

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Man Bvaluasa Kentanganan
$ g LA

»

Daerah menyelenggarakan fungsi :

» - be agen yaa Bara
a. penyusunan program kerja dan serana

opega
inai para Brlang

Syalyasi hanyunan Daerati,
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pernbanyunan Dasar

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
|

. P alis d:
pelaksanaan tugas di bidang Perenranaan, Pengendalian Gan

Evaluasi Pembangunan Darah,
| |

c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan ketnjakan teknis di

bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah,

penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaand.

tugas di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah,

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Pasal 8

Kepala Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia:
c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di

bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.
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1)

2

Hantan helm
Kepala Unlam Dehonntan, Humise Dan Alat,

Indaatulelu adan Kewdlavalian
Pama Oa

Kepada Madam Perokanonnih Humber Daya Alam tuteonteeett daa

Kewilayahan mempitiyal dian meetnfomumdas Kereta
Wewneann Udang eoshomemlan adat UDA (bummhet Dayat Alant) uda

kosndiunat Dewan Bio tahi nahi
uht dan Kewilayatit,

Uatuk melahaanahan tugas sebagalntnta Utah pneli ayat Ch

Kepala Uidang Ievlomomtan, Humber Daya Alia, Medinat ceker aa1

Kewilayahan menyelongantalani hinga :

pewuauman progean kerja dan rencana upemelonal pada ledeng

Perekonomian, Sumber Daya Alam, Tuh aat ukur di Kewilaynhuni,

penyelenggaraan koondinnal, Inailttnat dan memerikan hasil

pelakannann tugas di bidang Perekonomtati, Humber Daya Alam,

Indrantruktur dan Kewilayahan,
& penytapan perumusan dan pelaksanaan kebtfndass tekad ali Dodedenengg

Perekonomian, Sumber Daya Alami, tntratenktun dan Kowilnyalun,

d, penyelenggaraan pemantauan evaluasi dam pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang Perekonomlan, Bumber Daya Alan, lutraslrukdur

A

b

dan Kewilayahan,
pelaksanaan tugaw lan yang diberikan oleh stage pesuad dengan

bidang tugan dan Tungalaya,

Daglan Kecu
Kepala Bidang Penelidan dan Pengembangan

Pasal 10

(Oh Kepala Bidang Penelitan dan Pengembangan mompunyal lugas

(2)

melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan

Kependudukan, Bidang ekonomi dan Pembangunan, Serta

Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat O),
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan
fungsi:
a, penyusunan program kerja dan rencana operaslonal pada Bidang

Penelitian dan Pengembangan:
b. penyelenggaraan koordinasi, fasllitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan:
C. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

Penclitian dan Pengembangan:
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Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanak

d. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan,

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11
an sebagian

tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu

yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dal

11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian

am Pasal

dan keterampilan tertentu.

Jenis, Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis

jabatan, dan analisis beban kerja.
Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan

butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang jabatan fungsional

masing-masing.
Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan

jabatan fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan

fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

Untuk pelaksanaan teknis operasional tugas dan fungsi Badan

Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas masing-masing
unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam

satuan kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan dan kelompok jabatan fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja Badan

Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
serta Dinas/Badan dan Instansi Vertikal lainnya yang secara

fungsional mempunyai tugas saling berkaitan.
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(3) Dalam kedudukan fungsional setiap pimpinan unit kerja dalam

satuan kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan dan Kelompok Jabatan Kunysional wajib

membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam membangun

sinergi tugns dan fungsi masing-masing baik dalam internal Badan

Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

ya baik yang berkedudukan
maupun dengan perangkat daerah lainn

ndukung
selaku unsur staf, unsur pelaksana maupun unsur pe

dalam perangkat dacrah.

(4) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan 8c

Jabatan Fungsional dan

dikoordinasikan oleh

rta uraian

kegiatan subkoordinator Kelompok

Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana

Pejabat Administrator.

(5) Subkoordinator berkedudukan dan bertanggung jawab 1

pada pejabat administrator diatasnya dalam ruang lingkup
angsung

bidangnya.
Pasal 14

(1) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya,

maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.

(2) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya,

maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam Badan Perencanaan,

Pembangunan Dacrah, Penelitian dan Pengembangan dengan

memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Perencanaan, Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil Jangkah-

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
Pasal 16

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Perencanaan, Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab dalam

memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja dalam Badan Perencanaan, Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab
kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan
tepat pada waktunya.
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Pasal 18

Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam Badan Percncanaan,

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan wajib mengadakan

rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan

bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 19

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, waji

kepada Bupati dan tembusan laporan disamp

Daerah dan instansi lainnya yang secara fungsi

b menyampaikan laporan
aikan kepada Perangkat

onal mempunyai

hubungan kerja.
BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 20

Pejabat Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
BAB VIII

PEMBIAYAAN
Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan

Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan
Pelatihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi serta sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 22

(1) Terhadap pelaksanaan tugas yang berada dibawah masing-masing
Kepala Bidang dapat ditetapkan fungsi subkoordinator untuk
melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat
fungsional jenjang Ahli Muda yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Jika tidak tersedia jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka dapat ditunjuk jenjang Ahli Pertama.

(3) Dalam pelaksanaan tugas bidang diluar tugas-tugas yang melekat
pada masing-masing jabatan fungsional tetap dilaksanakan oleh
jabatan fungsional yang berada dibawah bidang.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
P

tanggal
31 Desember 2021

FE KUANTAN SINGINGI

SA

TA ran SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan

.-pada tanggal 2 Desember 2021
LAB KARAENAa P8 KRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

(has

, Na, .
CL Ya
al ak

TANSAN
“SBERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR : 84
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LAMPIRAN IL! PERATURAN BUPATI KUANTAN BEGINI

NOMOR "R4 TANUN a01

IMANGGAL 531 Desember 2021

TUGAS KELOMPOK JABATAN PUNGSIONAL BADAN PERENCANAAN,

PEMBANGUNAN DARRAH, PENELITIAN DAN PINGHEMB3ANGAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jabalan Fungsional pada Badan
Tugas Kelompok

PengembanganPengelompokan
Daerah, Penelitian dan

Perencanaan, Pembangunan

Kabupaten Kuantan Singingi.
lah melaksanakan tupi

1. Tugas masing-masing Jabatan Fungsional ada

yang melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2, Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir

da jabatan fungsional yang bersangkutan.
pada tugas yang melekat pa

Program,
a. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi

mempunyai tugas:
l. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

Substansi Program,

melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Program,
2.

3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi

Program,

4, mengoordinasikan dan menyusun rencana program da

serta evaluasi dan pelaporan pada Badan Perencanaan,

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan,

menginventarisasi, mengkaji,

n anggaran

5. mengumpulkan, menganalisa,

menyajikan dan menginformasikan data bidang perencanaan,

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan,

mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan laporan6.

kegiatan tahunan,

7. melaksanakan penyusunan serta evaluasi dan pelaporan Rencana

Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja,

Laporan Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD)),
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8.

, Subkoordinator kelompok jabatan fungsional subtansi

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi program, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan
9,

tugas dan fungsinya.

Keuangan,
b.

mempunyai tugas: pada
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran

substansi keuangan,
melaksanakan inventarisasi

keuangan,
menyiapkan bahan perumusan

keuangan,
mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran keuangan

pada Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan,
mengelola keuangan dan penyiapan gaji pegawai,

melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran,

mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan (LHP) atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan

data dan informasi substansi
2.

kebijakan teknis substansi
3.

4.

5.
6.

7.

pelaksanaan kegiatan,
melaksanakan penataan penerimaan dan penggunaan keuangan

8.
Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan,
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi keuangan, dan

10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi Perencanaanc.

dan Pendanaan, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi

perencanaan dan pendanaan,

melaksanakan inventarisasi data dan informasi substansi2.

perencanaan dan pendanaan,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis substansi3.

perencanaan dan pendanaan:

mengoordinasikan dan menyusun rencana program dan anggaran

serta evaluasi dan pelaporan pada substansi perencanaan dan
4.

pendanaan:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

mengumpulkan, menginventarisasi, men aji, menganalisa,5.

menyajikan dan menginformasikan data,

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan

pendanaan,

6.

melaksanakan pengkajian, analisis,

makro dacrah (perencanaan ckonomi dan da
dan perumusan kerangka

n indikator7.

ckonomi

ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif:

melaksanakan pengkoordinasian
dan sinkroni

pengembangan model ekonomi serta kebijakan
ro daerah,

sinkronisasi analisis

sasi pelaksanaan

perencanaan dan8.

penganggaran penbangunan ckonomi mak

melaksanakan pengkoordinasian dan

perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah,
9.

termasuk juga kebijakan keuangan daerah,

melaksanakan pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan

daerah:
melakukan pengkajian, analisis,

kewilayahan dan konektivitas daerah,

melaksanakan pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan

pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan

perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk

dan perumusan kebijakan

kewilayahan dan konektivitas,

melakukan pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW

daerah,

melakukan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam

penentuan lokasi prioritas di daerah,

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada substansi perencanaan dan pendanaan,
dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional subtansi Pengendalian
dan Evaluasi, mempunyai tugas:
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

substansi pengendalian dan evaluasi:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi2.

pengendalian dan evaluasi,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi pengendalian dan
3.

evaluasi,
an kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan

menghimpun bah
anaan tugas,

4.

dacrah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pclaks

ghimpun data hasil evaluasi pembangunan dacrah

n
dalian dan

sesuai
men

scs
5.

program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelapora

melaksanakan penyusunan petunjuk tcknis pengen

evaluasi,

6.

melaksanakan bahan pengembangan sistem dan

pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian,

perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil

prosedur evaluasi,7.

rencana pembangunan daerah,

melaksanakan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan

pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan

daerah,
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan,

evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah,

melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan

secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi

bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya,

membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan

pembangunan daerah sebagai bahan penilaian,

menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan

daerah:

menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai
bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan

provinsi,
membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

8.

9.

bahan evaluasi,
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16. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

e. Subkoordinator kelompok jabatan fungsiona

Pelaporan, mempunyai tugas:

1.

10.

11.

12.

13,

14.

15.

tugas dan kegiatan pada substansi pengendalian dan evaluasi,
dengan

tugas dan fungsinya.

| subtansi Data dan

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi

data dan pelaporan,

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi data
2.

dan pelaporan,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi data dan
3.

pelaporan,
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis data dan pelaporan,

melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei

untuk mengetahui perkembangannya,

4.

5.

mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan6.

penyusunan rencana pembangunan daerah,

mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan7.

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah,

menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program8.

pembangunan daerah,

menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan9.

sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait,

menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai

bahan informasi:

melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui

bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi,

mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara

periodik sebagai bahan evaluasi,

mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subkoordinator melalui

rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat,
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16.

17.

18.

- Subkoordinator kelompok jabatan fun

Sosial, Pemberdayaan Masyaraka

tugas:
l.

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi,

melaksanakan pemantauan,

tugas dan kegiatan pada substansi data dan pelaporan,
esuai dengan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan s

tugas dan fungsinya.

gsional subtansi Pemerintahan,

t dan Keluarga Berencana, mempunyai
£

program/kegiatan dan penganggaran pada
merencanakan

pemberdayaan masyarakat dan
substansi pemerintahan, sosial,

keluarga berencana,

melaksanakan inventarisasi data dan informasi

asyarakat dan keluarga
pada substansi

2.

pemerintahan, sosial, pemberdayaan m

berencana,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi pemerintahan,3.

sosial, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana,

merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan, sosial,

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana,

menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja

perangkat daerah bidang pemerintahan, sosial, pemberdayaan

masyarakat dan keluarga berencana,

merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan, sosial,

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana,

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD bidang pemerintahan, sosial, pemberdayaan

masyarakat dan keluarga berencana,

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang pemerintahan, sosial,

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

4.

5.

6.

7.

8.

9.

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,

Dipindai dengan CamScanner



10.

11.

12.

13.

14.

15.

| Subkoordinator kelompok jabatan fungsional subtansi

RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan. usia). peraberdayaan

masyarakat dan keluarga beenr ana.

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kepiatan Irrarngkat

Dacrah Kabupaten Kuantan Singingi bidang pemerintahan. uraal.

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berenr ana.
untuk

gan pelaksanaan kegiatan pusat
merencanakan dukun

snsial. pemberdayaan
prioritas nasional bidang pemerintahan.

masyarakat dan keluarga berencana:

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar

dacrah di bidang pemerintahan, sosial. pemberdayaan masvarakat

dan keluarga berencana,

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemerint

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana:

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pel

pemerintahan,
sosial,

ahan. sasial.

aksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana: dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pendidikan,

Kesehatan, Pengawasan dan Kepegawaian, mempunyai lugas:
&

l. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

substansi pendidikan, kesehatan, pengawasan dan kepegawaian,

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi

pendidikan, kesehatan, pengawasan dan kepegawaian:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi pendidikan,

kesehatan, pengawasan dan kepegawaian,

merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pendidikan, kesehatan,

pengawasan dan kepegawaian:

menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja

perangkat daerah bidang pendidikan, kesehatan, pengawasan dan

kepegawaian,
merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) subtansi pendidikan,

kesehatan, pengawasan dan kepegawaian:

2.

3.

4.

5.

6.
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7. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD subtansi pendidikan, kesehatan, pengawasan

dan kepegawaian,

konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Peran

subtansi pendidikan,

gkat
8. membuat

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

kesehatan, pengawasan dan kepegawaian,

9. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,

RPJMD dan RKPD) subtansi pendidikan, kesehatan, pengawasan

dan kepegawaian,
as dan harmonisasi kegiatan perangkat10.merencanakan sinergit

pendidikan,Daerah Kabupaten Kuantan Singingi subtansi

kesehatan, pengawasan dan kepegawaian,

l1.merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional subtansi pendidikan, kesehatan, pengawasan dan

kepegawaian,
12. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar

daerah di subtansi pendidikan, kesehatan, pengawasan dan

kepegawaian,
13. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pendidikan, kesehatan,

pengawasan dan kepegawaian,
14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi pendidikan, kesehatan,

pengawasan dan kepegawaian,
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

h. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional subtansi Kependudukan,
Pariwisata, Budaya, Arsip dan Kesbangpol, mempunyai tugas:
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi

kependudukan, pariwisata, budaya, arsip dan kesbangpol:
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi

kependudukan, pariwisata, budaya, arsip dan kesbangpol:
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi kependudukan,

pariwisata, budaya, arsip dan kesbangpol,
4. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah
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10.

11.

12.

13.

14.

. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pemban

' merencanakan pelaksanaan sinergitas d

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kependudukan, pariwisata,

budaya, arsip dan kesbangpol,

menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat

daerah bidang kependudukan, pariwisata, budaya, arsip dan
5.

kesbangpol,
gunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kependudukan,
6.

pariwisata, budaya, arsip dan kesbangpol,
an harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD bidang kependudukan, pariwisata, budaya,
7.

arsip dan kesbangpol:

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
8.

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang kependudukan,

pariwisata, budaya, arsip dan kesbangpol,

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan D

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,

RPJMD dan RKPD) bidang kependudukan, pariwisata, budaya, arsip

PRD terkait
9.

dan kesbangpol,
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang kependudukan,

pariwisata, budaya, arsip dan kesbangpol,

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional bidang kependudukan, pariwisata, budaya, arsip

dan kesbangpol,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar

daerah di bidang kependudukan, pariwisata, budaya, arsip dan

kesbangpol,
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kependudukan,

pariwisata, budaya, arsip dan kesbangpol,
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi kependudukan, pariwisata,

budaya, arsip dan kesbangpol:
.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan15-

tugas dan fungsinya.
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4 Suhkvanlinntor kelompok Jabatan Dingalomal muaditaaad Pake
Umum, Ienatnan Ruam, Oesman, Penak dan Pertanahan,

mempunyai (ipar:
pula mutontatni

|

?
- .

P2 “

10.

1.

13,

mewucanakan pivginmi/ kegiatan Adonan pewangiut
sumahuan, permaklanan dan

pekerjaan unitinih permntanan PMUAR IN

perbuat
melaksanakan

tutoramal— bidangpoda
nveutandamal adat dun

ruang, perumtun
substansi pekerjaan ANIINY, penataan

permukinnn dan pertanahan
pkan bahan perumibain kebijakan atratepl pekerjaan ami,

menvki
Penataan CU, perumahan,
merancang penyusunan dokume

(RINPD, RIMMD dan RKPD) bidang pekerjaan
un pertanahan:

dan rencana kerja

permukiman dan pertanahan
O tencaan pembangunan daerah

daan, penataan

3

4

yuang, perumahan, permukiman d

menganalisis penata perangkat daerah

perangkat daerah bidang pekerjaan Um

perumahan, permukiman dan pertanahan:
Mmereucanakan pelaksanaan musrenbang ren

daerah (RIMPD, RINMD dan RKPD) bidang pekerjaan umum,

Uti, penataan ru,

can pembangunan

penataan ruang, perumahan, permukiman dan pertanahnns

mererwanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD bidang pekerjaan umum, penataan run,

perumahan, permukiman dan pertanahan:
membuat konsep pembinaan teknis perencannan kepada Perangkat

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang pekerjaan umum,

penataan ruang, perumahan, permukiman dan pertanahan,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPIMD dan RKPD) bidang pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan, permukiman dan pertanahan,
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang pekerjaan umum,

penataan ruang, perumahan, permukiman dan pertanahan,
merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional bidang pekerjaan umum, penataan ruang,
perumahan, permukiman dan pertanahan,
merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar
daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan,
permukiman dan pertanahan,
melaksanakan penyusunan petunjuk tcknis pekerjaan umum,
penataan ruang, perumahan, permukiman dan pertanahan,

12-
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14.

15.

Subkoordinator kelompok jabatan n

Koperasi, Perdagangan.
In

1. merencana

10.

. mcila

. menyiapkan bahan perumusan kebijaka

, merancang penyusunan dokumen rencana

. menganalisis renstra perangkat

, merencanakan pelaksanaan mus

asi dan pelaporan pelakaagaanmelaksanakan pemantauan, evalu
penataan

tugas dan kegiatan pada substansi pekerjaan Umum.

rmukiman dan pertanahan. danruang, perumahan, pc
Loteh atasan gram dengan

melaksanakan tugas Jain yang diberikat

tugas dan fungsinya.
Pertanian,

ingsional Substansi
tugas:hubungan. mempunyaidustri dan Per

n pada substansi
kan program/ kegiatan dan penganggara

n, koperasi, perdagangan.
industri dan perhubungan:

pertania asi pada substansi
ksanakan inventarisasi data dan inform

anian, koperasi, perdagangan, industri
dan perhubungan.

2.

pert
n strategi pertanian.

3.

koperasi, perdagangan, industri
dan perhubungan:

pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pertanian, koperasi,
4

perdagangan, industri dan perhubungan:
daerah dan rencana kerja

perangkat daerah bidang pertanian, koperasi, perdagangan,
industri

5.

dan perhubungan,
renbang rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pertanian, koperasi,
6.

perdagangan, industri dan perhubungan,

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi

Daerah dan RPJMD bidang pertanian, koperasi, perdagangan,

RTRW
7.

industri dan perhubungan,

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat8.

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang pertanian, koperasi,

perdagangan, industri dan perhubungan,

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
RPJMD dan RKPD) bidang pertanian, koperasi, perdagangan,

industri dan perhubungan,
merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang pertanian, koperasi,

9.

perdagangan, industri dan perhubungan,
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Il. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional bidang pertanian, koperasi, perdagangan,
industri

dan perhubungan,

12. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama k

perdagangan, industri dan
erjasama antar

daerah di bidang pertanian, koperasi,

perhubungan,
13. melaksanakan penyusunan petunj

perdagangan, industri
dan perhubungan,

14. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi pertanian, koperasi,

perdagangan, industri dan perhubungan, dan

15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

tugas dan fungsinya.

uk teknis pertanian, koperasi,

sesuai dengan

k. Subkoordinator kelompok jabatan fungsional subtansi Lingkungan

Hidup, Kominfo, Penanaman Modal, Aset dan Pendapatan, mempunyai

tugas:
1. merencanakan program/kegiatan dan

substansi lingkungan hidup, kominfo, penanaman modal, aset dan
penganggaran pada

pendapatan,
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi

lingkungan hidup, kominfo, penanaman modal, aset dan

pendapatan,
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi lingkungan

hidup, kominfo, penanaman modal, aset dan pendapatan,

4. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang lingkungan hidup, kominfo,

penanaman modal, aset dan pendapatan,

5. menganalisis renstra perangkat daerah dan rencana kerja

perangkat daerah bidang lingkungan hidup, kominfo, penanaman

modal, aset dan pendapatan,
6. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang lingkungan hidup,

kominfo, penanaman modal, aset dan pendapatan,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

l

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW

Daerah dan RPJMD bidang lingkungan hidup, kominfo,

penanaman modal, aset dan pendapatan,

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang lingkungan

hidup, kominfo, penanaman modal, aset dan pendapatan,

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,

RPJMD dan RKPD) bidang lingkungan
hidup, kominfo, penanaman

7.

8.

9.

modal, aset dan pendapatan,

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bidang lingkungan hidup,

kominfo, penanaman modal, aset dan pendapatan,

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk

prioritas nasional bidang lingkungan hidup, kominfo, penanaman

modal, aset dan pendapatan,

merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar

daerah di bidang lingkungan hidup, kominfo, penanaman modal,

aset dan pendapatan,

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis lingkungan hidup,

kominfo, penanaman modal, aset dan pendapatan,

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi lingkungan hidup, kominfo,

penanaman modal, aset dan pendapatan, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Subkoordinator kelompok jabatan fungsional subtansi Sosial dan

Pemerintahan, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

substansi sosial dan pemerintahan:

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi
2.

sosial dan pemerintahan:

menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi sosial dan
3.

pemerintahan:
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10.

11.

12.

. menyiapkan bahan pelaksanaan

. menyiapkan bahan pcl

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran penelitian dan pengembangan bidang sosial dan
4

pemerintahan,
penelitian dan pengembangan5.

bidang sosial dan pemerintahan,
aksanaan pengkajian kebijakan sosial dan

6.

pemerintahan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan

. menyiapkan bahan

pelaksanaan penclitian dan pengcmbangan bidang sosial dan

pemerintahan,

7.

dan sinkronisasi pelaksanaan
menyiapkan bahan koordinasi

h bidang sosial dan
8.

penelitian dan pengembangan pemerintah daera

pemerintahan,
memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara

9.

Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang

berwenang:

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis sosial dan

pemerintahan,
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi sosial dan pemerintahan, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

| Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Ekonomi danm.

Pembangunan, mempunyai tugas:
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

substansi ekonomi dan pembangunan,
melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi2.

ekonomi dan pembangunan,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi ekonomi dan3.

pembangunan,
. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan4.

anggaran penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan

pembangunan,
menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
bidang ekonomi dan pembangunan,
menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan ekonomi

5.

6.
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10.

11,

dan pembangunan:

menyiapkan bahan pemantauan,

pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan
evaluasi dan pelaporan7

pembangunan,

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
8.

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah bidang ekonomi

dan pembangunan,
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis ekonomi dan

9.

pembangunan,
melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi ekonomi dan pembangunan,

dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Subkoordinator kelompok jabatan fungsional substansi
Inovasi dan

n

Teknologi, mempunyai tugas:

1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

substansi inovasi dan teknologi:

melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada substansi
2.

inovasi dan teknologi,

menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategi inovasi dan
3.

teknologi:

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan

anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan

penerapan inovasi dan teknologi

menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur

dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat

4

5.

inovatif

Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan6.

inovasi dan teknologi,

menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan
7.

fasilitasi inovasi dan teknologi,

8. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan inovasi dan teknologi:

9. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan

penerapan inovasi dan teknologi:
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10. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi

dan penerapan inovasi dan teknologi:
11. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-

hasil kelitbangan:
12. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis inovasi dan teknologi:

13. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada substansi inovasi dan teknologi: dan

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

BUPATI KUANTAN SINGINGI
UP

SUHARDIMAN AMBY

Dipindai dengan CamScanner


